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GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERA'TURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 41. TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALTAN !NTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH.AN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EgA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 60 peraturarr

pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendaiian lntern pemerintah, perlu menetapkan peraturan

Gubernurr tentang penyerenggaraan sistem pengendalian

Intern Pemerintah di Lingkungan pemerintah prqvinsi

Kalimantan Tengah;

1, Pasal 'lB ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubrik

lndonesia Tahun,ig45;

2, Undang-Undang'' \lomor 21 Tahun 1g5g tentang
Penetapan U,rJang-Undang Darunrt Nomor 1o rahuin
1957 tentang pembenturkan Daerah swatanira -l-ingkat 

I

Kalimantan Tengah dan perubahan Undang-Undang
Nomor 25 -fahun 'rg56 tentang pembentukan Daerah-
daerah swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan
selatan dan Karimanian Timur (Lembaran Negara
Republii< rndonesia Tahun lgsr Nomor g3) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Repubrik rndonesia
Tahun 1gS8 Nomor AZ, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 1622);

Mengingat
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Undang-Undang l.lomor '1 Tahun 2Q04 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 20A4 Nomor 5; Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia, Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 125', Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia, Nomor 4437) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844)',

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia, Nomor a57B);

Peraturan Pemerintah Nromor 60 Tahun 2008 tentang

Sistern Pengendaiian lrrtern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 127',

Tambaharr Lembaran Negara Republik lndonesia, Nomor

aBe0);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;

MEMUTUSKA.N:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENqALIAN INTERN PEMERINTAH DI

LINGKUNGAI'J PEMERINTAFIAN PROVINSI KALIMANTAN

TEN GAH.

Menetapkan
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Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1, Sistem Pengendalian lntern (SPl) adalah proses integral

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapalnya tujuan

organisasi melakui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset

negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

u ndangan,

2, Sistem Pengendalian Interrr Pemerintah, yang selanjutnya

disingkat SPIP adalah Sistenr Pengendalian lntern yang

diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses

perancangan dan pelaksanaan kebijakan seda

perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran

di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah,

3. Pengawasan lntern adalah seluruh proses kegiatan audit,

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi clalam rangka memberikan keyakinan yang

memadai bahwar kegiatan telah dilaksanakan sesutai

dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efel<tif dan

efisien urntuk kepentingan plmpinan dalam mewujudkan

tata kepemerintahan yang baik.

Pemerintah Daeralr Provinsi Kalimantan Tengah adalah

Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah,

4.

A

6. Badan Pengawasan
i

selanjutnya disingkat

Keuangan dan Pembangunan, yang

BPKP, adalah aparat pengawasan
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intern pemerintah yang benanggung jawab langsung

kepada Presiden,

lnspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern

Pemerintah Daerah Pi'ovinsi yang bertanggung jawab

langsung kepada Gtlbernur.

Perangkat daerqh adalah perangkat daerah Provinsi

sebagaimana tefah diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007.

ALOlt, adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan

evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif

dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai

kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensl,

dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi

lnstansi Pemerintah.

Reviu, adalah pertelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan

untuk memastil<an bahwa kegiatan tersebut telah

dilaksanakan sesttai derrgan ketentuan, standar, [e[rc?03,

atau norma yang telah ditetapl<an.

Evaluasi, adalah i'angkaian kegratan membandingkan hasil

atair prestasi suatu l<egiatan dengan standar, rencana,

atau norma yang teiah dltetapkan, dan menentukan faktor-

faktor yang mempengarurhi keberhasilan atau kegagalan

suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

12. Pemantauan, acialsh proses penilaian kemajuan suatu

program atau kegiatan daiam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

Kegiatan pengawasan lainnya, adaiah kegiatan

pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai

pengawasan pendidikan dan pelatihan pengawasan,

pernblmbingarr dan konsultansi, pengelolaan hasil

pengawasan, dan petxaparan hasil pengawasan.

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah

Petunjuk Pelal<sanaan atas Peraturan Gubernur

Kalrmantan Tengah tentang penyelenggaraan SPIP, yang

10.

11

13.

14.
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memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan

pengintegrasian seluruh aktivitas manaiemen

pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa seluruh

unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan

pemerintahan daerah/perangkat daerah dalam rangka

menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Pasal 2

(1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Gubernur

melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan

Pemerintahan Prgvinsi Kalimantan Tengah.

(2) Pe ngend a lia n atas penyelenggaraan kegiatan

pornerintahan sebagaimana dirnaksud pada ayat ('1),

dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2008 tentarrg Sistem Pengendalian lntern

Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya,

(3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan

untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi

tercapainya elfektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan

penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan

Tengalr, keandalan ptelaporan keuangan, pengamanan

aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan,

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pasal 3

(1) Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi Kalimantan -[engah wajib menerapkan $PlP



(2)

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang

meliputi Lrnsur;

a. Lingkungan Pengendalian;

b. Penilaian Rislko;

c, Kegiatan Pengendalian;

d, lnformasi dan Kcnrunikasi; dan

e. Pemantauan Pengendalian lntern.

Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana

dimaksud paoa ayat (1) adalah sesuai dengan Pasal 4

sampai dengan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian lntern

Pemerintah,

Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian

integral dari keglatan perangkat daerah,

,; Pasal 4

(1) Penyelenggaraan SPIP di lingl<ungan Pemerintah Daerah

Prdvinsi Kalimantan Tengah dikoordinasikan oleh

Sekretaris Daerah Plovinsi l(alimantan Tengah.

(2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan Petunjuk pelaksanaan

Penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan

pedoman teknis penvelenggaraan Splp yang ditetapkan

oleh Kepala BPKP sebagai pembina penyelenggaraan

SPIP,

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk pelaksanaan

Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,

Pasal 5

('1) Dalam proses pembangunan rjan pengembangan Splp
dibentuk satuan Tugas sPlP Pernerintah Daerah provinsi

Kalrniantan 1'engah,

(3)
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok

Satuan Tugas SPIP Pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,

BAB III

PENGUATA,N EFEKTIVITA$ PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

(1) Pemimpin perangkat daerah bertanggung jawab atas

efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-

masing.

(2) Untuk mernperkuat dan menunjang efektivitas SPI

sebagaimana dinraksud pada ayat (1) dilakukan

pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan

fungsi perangkat daerah termasuk akuntabilitas

keuangan daerah.

Pasal 7

(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (2) dilakul<an oleh lnspektorat Provinsi Kalimantan

Tengah.

(2) lnspektorat Prq$nsi Kalimantan Tengah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern

melalui:

a. audit;

b. reviu;

c, evaluasi;

d, pemantauran; datr

e. kegiatan penga\ /asan larnnya,

Pasal B

lnspektorat Provinsi t(alimantan Tengah melakukan

pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka

penyelenggaraan tr:gas dan fungsi perangl<at daerah yang
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Diundangkan di Palangka Ralra

Pada tanggal T Deserrber 2-009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN TENGAI-I,

rFaMputtAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI
TAHUN 2009 NOMQR 4.'i

orang mengetahuinya, memerintahkan

Peraturan Gubernur ini dengan

dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

{
'.t

KAL I [\,'1Ai\ITAN T E N GAH

didanai dengan Anggaran Peirdapatatr dan Belanja Daerah

P rovinsi Kalirnantan Terrgah'

EIA.B IV

KETENTUAI.I PENUTUP

Pasal I

PeraturanGubernLtrinimulaiberlakupadatanggal
diundangkan.

Agar setiaP

pengundangan

penemPatannya

Tengah.

Diietapkan di Palangka RaYa

71 Desember 2009pada tangg

GUBE MANTAN TE GAH,

AGUSTI TERAS NARAN


